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NOMOR : 2p TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

Mengingat

DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 37
Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015,

¢. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
92/PMK.07 /2015 Tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus
Tambahan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
2015.

d. bahwa untuk maksud huruf a, b, dan huruf ¢ diatas, maka perlu
melakukan perubahan anggaran dengan cara merubah Peraturan
Kepala Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

€. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
b, ¢, dan huruf d diatas maka perlu menetapkan dengan Peraturan
Bupati Pangkajene dan Kepulauan.

» Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat I di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Peubahan atas

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312
sebagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3989);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambghan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296);
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19Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2%%; Udb'éiﬁzi
Penyusunan da.n Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indohesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585}); :
20.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atgs penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

21Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuan_gan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

22Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

23Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

24.Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
pertama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007, kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);

25Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 201_4 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daefah
Tahun Anggaran 2015;

26 .Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan NoMor 5
Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjng Daerah
(RPJPD} Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2006-2025
(Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomol 5);

j 6
~7 Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor
Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mcnengas.h
Daerah (RPJMD} Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2006-
2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6);

28 Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor lil'lTalLffln biggﬁ
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daer {
Daerah Tahun 2008 Nomor 11};
} m
29 Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulmlxan' NC;D ag:'-' al%
.Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja e
Kabupaten Pangkajene dan Kepulapan Tahun Anggaran
(Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 8); -
30 Peraturan Bupati Pangkajene dan kepulauan Nomor gii Tzf:mrrl) < c? aﬁ
‘tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan cag%) A
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran
Daerah Tahun 2014 Nomo! 105);
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PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal ]

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

2. Pemerintah Daecrah adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan dan
Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.

4. Daerah Otonom, selanjutnya disebut dacrah adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan mMasyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyeclenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai
dengan uwang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

6. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pelaksanaan keuangan dacrah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang
dibahas dan disetujui bersama olch pemerintah daerah dan DPRD,
dan ditetapkan dengan Peraturan Dacrah.

8. Satuan Kerja Perangkat Dacrah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

9, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Dacrah sclaku
pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.

10.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja perangkat pengelola keuangan daerah
yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan AFPBD dan bertindak sebagai
bendahara umum daerah

11.Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang
dari pihak lain schingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar
kembali,

12.Utang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemecrintah
daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai
dengan uvang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian
atau berdasarkan scbab lainnya yang sah.

13.Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan
yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam
satu tahun anggaran,
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14,Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA
adalah selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama
satu periode anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang berubah terdiri
dari;

BOMOR TRALAN EERTLUNMPERTRARAN | SETELANFER DRAFAN [ ki
] TAR T130,830 688, 335.00 | 1205800 648.235.00 ]

et ATAN ABLI DAXEAN 125,362 45300000 | 125,362.4 o0 o0
1 Pt Prgk Dimmh 68, 585,[10,395.00 68,505,110 395.00 ?2'
Eild Haml Retrlbus Deerah 3,T(%,735,108.00 37,719,738,105.00 0.00
T 1.3 Tatil Pergeiomm Krkayain Dbcrah yAng Diphabinn 3500,000,000.00 | 9,000,000,000.00 | a0
T.T.x Leiniain Pendapatan Asli Dacrah yang Sab 9.187.507,500.00 9,157,607,500,00 a0
1.2 DANA FERIMBARGAN TET88,00 A5 00 B73,630,000, 455,00 | 108.000,000,007 T |
8.2, 0 Bagl Hasl Pajk/Bagl hasd Buan Pajak ~33,635,615,455.00 19,455.00 6.00
T.2.2 Daas Alkaal Usrom T30,132.104,00000 | GS0.132,154,000 00 00 |
1.2.3 Dans Alckasl Khuse s T OS0320,000.00 | 189.050.290,000,00 | 108,000,000,000,00 |
1.3 LADN-LAIR PERDAF A TANDAERAN T ANGEAN 237,600,201, 190,00 237,630,200,780.00 | a0
3.1 Fendepatan i ibah 1402 06000000 | 404,060,000.00 00
T T Bngi Bl Pijak dari Provinsl Gen Pemersvah Dacrah Lwnays % 4 65.065,260,00 | V55,065, 360.00 [T
T 3.4 T Peory eanil ian dan Ortonomd XD vey 163.396,571,000 00 163,396, 511,000 60 G100 |
1.3.% Bentun Kruangan dari Frovinsl Ay Peainiah Dasrah Laknnys 35,366, 305,530.00 3,366,203,520.00 00
- WELANTA A LB IEIBTI00 | LIV 608,063 AT7.00 | 108.000.000,000.00 |
20 BELAKTA TIDAX LABGIUAG TE5AT8IE05%7 16 | SSAZBIBS.55706 | 20D |
sl Baap Fepoad 506, 0TI ATEIG || D05 TO0.T9947218 | 0.00
2. 1.2 Belana Bungh 30,000,000.00 30,000,000.00 6.00
21114 BelanaHivah 9H000000000 | D25000000006 | 0.00)
7. 0.5 Beian)a BanTuan Soukl IASI00000.00 | Lasesesol 000
F.1.6 Bian)m Bagi Fatd Kopa 0u Provios/ Kabu pates; Kots Gan Femcricanh Doas 345312, 500.00 345.912,500.00 000 |
2.0. 7 BelanjaBant uan Reuangen Lipada Froviul] Kabapeien; Eots Gen Fomcnanaben | 30.580.976 585,00 | 36680976 Sa5.001 0.0
7. 1.8 Detans TRk T crauge LI 00 00 1.000500,000.00 0.00]
2.3 SN0, 75308 | GAI10.775.319.54 | 105000 A000.005.00 |
2.5, 1 Belana Pogawat T SIL0AB0NEIS0 | B MAAERm ] 000 |
tz.:.: Beiin Barang i e T ER T R TR R T
Z.2.3 Belargs 1cdal T RE VD300 | a40,005,003,055.07 | 10500000000 0.00 |
“SURFLOB] [DEFENTTI| 20008 ZTS L0008 TS 64000 .00
31 PENERIMAAN FEMBIATAAR DASFAH 00 75508 700 [Ty
FEP) Bisa Letih PLrbiangen AREIATan Tabus ADEEETEn Scbehamayn TR TS o0 | 55,506,115, 100 000
3.2 ~ FEBGELD ASAN FEMBIA T AAN DATEAH WT00,000,000.00 700, 000,000.00 aco
3.2.2 Peny Aotk [k a5 Przotrinimh Ducreh L1600 DO0.B0000 | 1600 000,600.00 .00
3.9.3 Pembayaran Pokok U tang 100,000,000.00 100,000,000.50 000
PEMBIATAANNELTO|  23Ji08 375.642.00 23.008,273,642.00 .00

SIBA LERTH FEMEIA T AAN ANGOATAR T ANDNSERER R A 000 w00 000

Pasal 3

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud P .
I Peraturan Bupati ini; gat sud Pasal 2 tercantum dalam Lampiran

BAB I
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Pelaksanaan Pen

jabaran Anggar !
dalam Peraturan ggaton Pendapatan dan Belan

A : ja Daerah yYang di
Bupati ini dituangkan lebi_h lanjut dalam dokumen peﬁﬁm
scsuai dengan ketentuan peraturan perundang
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
Pada tanggal 24 aUhf 2015

BUPATI

Diundangkan di Pangkajene
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

“ YANWARRECCA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR
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Lampiran Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan
Nomor Tahun 2015
Tentang : Perubahan Keempat Peraturan Bupati

Nomor48 Tahun 2014 Tentang Penjabard h/Anggaran. -
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

PEMERINT AH KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN

RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

=

A i -
b angiajene dan Kepulaan

s URATAN SEBELUM PERUBAMAN | SETELAM PERUBAMAN [ ANBS:HL}iIIHI ——
- PENOAPATAN 1,130,830,688,235.00 1,235,830,668,235.00 105,000,000,000.00
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAM 125,362 ,453,000.00 125,362,453,000.00 0.00
R Periapatan Pdak Daersh 66,585, 119,395.00 68,585, 110,395.00 0.00
1.0.8 Hasil Retribusi Daerah 37,719,735,105.00 37,719,735,105.00 0.00
1.1.3 Hasl] Pengelolaan Kekayaan Daesah yang Dipisahkan 9,900,000,000.00 9,900,000,000.00 0.00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asii Daerah yang Sah § 157,607 500.00 9,157.607,5&.02 0.00
1.2 DANA PERIMBANGAN 767,838,032,455.00 872,838,033,455.00 105,000,000,000.00
1. 2.1 Bag Hasll PajaiyBagl Hast Bukan Pajak 33,655,619,455.00 33,655,619,455.00 0.00
). 2.2 Dana Alokasi Umum 650, 132, 194 000,00 650,132,194, 000.00 0.00
) Dana Alokas) Klwsus 84,050,220,000.00 189,050,220,000.00 105,000,000,000.00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 237,630,201, 780.00 237,630,201, 780.00 0.00
1.3.1 Pendapatan Hibah 1,402,060,000.00 1,402,060,00000 000
1.3.3 Dana Bagl Hasil Pajak darl Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainme 36,465,065,260.00 36,465 065,260.00 000
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomt Khusus 163,396,871,000.00 163,396,871,000.00 0.0
L. B.E Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerictah Daerah Lainnya 36,366,205,520.00 36,366,205,520.00 0.00
5 SELATOR 1,154 638,962 877 00 1,259,638,963 §77.00 105,000,000,000.0¢
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 565, 428, 188,557 16 565,428,188,557 16 0.00
T Belan ja Pegawai 505,790,799,472.16 505,790,799, 47216 000
2. 0.2 Belan jaBunga 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
L@ Belanja Hibah 19,260,000,000.00 19,260,000,000.00 0.00
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 2,315 ,100,000.00 2,315,100,000.00 0.00
2. 1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupalen/Kota dan Pemerirtah Desa 345,312,500.00 345,312,500.00 0.00
2.0.7 Befanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/KabupatenXota dan Pemerintahan Desa 35,686,976,585.00 36,606,976,585.00 0.00
2.1.8 Selanja Tidak Terduga 1,000,000,000,00 1,000,000,000.00 000
2.2 BELANJA LANGSUNG 589, 210,775,319.84 694,210,775,319.84 105,000,000,000.00
R.RLT Belama Pegawai 53,504,804,625.00 53,504,804,625,00 0.00
2.2.2 Belanda Barang dan Jasa 199,717,946,761.75 199,717,946 ,761,75 0.00
7.2, Belanja Modal 335,988,023,933.09 440,968,023,933.09 105,000,000,000.00
SURPLUS / (DEFISIT) (23,808,275 ,642.00) (23,808,275 642.00) 0.00




AMSUDDIN A. HAMIC

NOMOR REKENING e URAIAN SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | mﬁfﬁﬁ"m -
7.1 FENERIMARN PEMBIAYAAN DAERAR 25,508,275,642.00 25,508,275,642.00 0.00
e Siea Lebih Perhibungan Anggaran Tahun Anggaran Sebeurmnya 25,508,275,642.00 25,508,275,642.00 0.00
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 1.700,000,000.00 1,700,000,000.00 0.00
,.92.2 Penyertaan Modal (Investas) Pewerintah Daersh 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 0.00
32,3 Pembayaran Pokok Utang |;1.01:.",0(.!0,01:!0.01:." 100,000,000.00 Q.50

PEMBIAYAAN NETTO 23,808,275,642.00 23,808,275,642.00 0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN ‘o 0,00 0.00 0.00
BUPATI w 2§ . ‘t'i ¥

PANGKAJENE QAN KEPULAUAN 0% o ;







